
BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ree /24lHK/2022

TENTANG

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

PENETAPIIN LOKASI

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggar dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan Je-hat;

b. bahwa penyerenggaraan peningkatan kualitasperumahan kumuh dan perrnukiman kumuh
merupakan._ tanggung jawab pemerintah
Kabupatenlkota berdasarkan penetapan rokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
didahului proses pendataan;

c. bahwa proses pendataan perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud daram
furuf b, yang meliputi identifikasi lokasi dan penilaian
lokasi telah mendapatkan verifikasi oaii Balai
Prasarana Permukiman Wilayah provinsi Bali;

d. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (z) peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan perumahan Ratryat Nomor
I4IPRT/M l2o|g tentang pencegahan dan peningkatan
Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, mengamanatkan bahwa lokasi
yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
Keputusan Bupati/Wali Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf dperlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan permukiman
Kumuh;

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor !22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentangPemerint"hT 
. Daerah (Lembara" N.A;; RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 24:4, TambahanLembaran Negaqa Republik Indonesia i,[o_o, 5SSZ)sebagaimana terah diub"n beberapa r..ii terakhirdengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentangPe*rbahan Kedua Atas undang-u"a""g 

- 
Nomor 2sTahun 2Ot4 

_tentang 
pemerintahin naerJh 1l.*b.r"r,

fegTa Republik Indonesia Tahun 2O1S No*o, 5g,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor567e\;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlI tentangPerumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI No*o, T,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Ind.onesia Nomor
5188);

4. Peraturan Menteri pekerjaan umum Dan perumahan
Ralqyat Republik Indonesia Nomor l4lpRT/M /2OIgtentang Pencegahan Dan peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan perinukiman Kumuh

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Lokasi Perumahan Kumuh Dan permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
]ingkup wilayah kabupaten/kota yarg dinilai tidak laikhuni karena ketidakteraturan 

- 
bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, dan lnialitas'bangu"nan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi Perumahan Kumuh Dan permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan
berdasarkan hasil pend"ataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan melibatkan
peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata cara
Penetapan Lokasi sebagaimana d.iatur dalam peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Ralryat
Republik Indonesia Nomor 14 /pRT lM / 2olg tentang
Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Terhadaf
Perrrmahan Kumuh Dan permukiman Kumuh.

Lokasi Perumahan Kumuh Dan permukiman Kumuh di
Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu ditetapkan sebagai dasar penJrusunan
Rencana Penanganan perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung, yang
merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung
dalam mendukung program Nasional pengentasan
Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini rarget
Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN' :

Lokasi Penrmahan Kumuh Dan permukiman Kumuh diKabupaten Klungkung meliputi 
_sej 

um1-J 7'6r:"rrt lokasi,di 3 (tiga) Kecamatan, dengan ruis totat "Ju".., 162,24(seratus enam puruh dua kJma dua p"r"ir, .*p"t) hektare.

Penjabaran mengenai Daftar Lokasi perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh di Kabup"t"" xin"gt"ng dirincilebih lanjut d_alam Lampiran l; peta sebaran LokasiPerumahan Kumuh Oun permukiman Kumuh diKabupaten Klungkung dirinci rebih r"":"il"ram LampiranII; serta Profil Lokasi perumahan Kumuh Dan permukiman
Kumuh di Kabupaten Krungkung dirinci rebih ianjut dalamLampiran III, dimana ketigi ramliran t.t..urrilerupakan
bagian yang tidak terpisa[kan diri xeputusan bupati ini.

Berdasarkan penetapan Lokasi perumahan Kumuh DanPermukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung ini, makaPemerintah Kabupaten Krungkung berrimitiren untukmelaksanakan peningkataan fiuahtas perumahan KumuhDan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkeranjutan
sebagai prioritas pembangunnann daerah daram bidangperumahan dan peermukiman, bersama-sama pemerintah
Provinsi dan pemerintah.

Dengan ditetapkaqlya Keputusan Bupati ini Keputusan
Bupati Nomor s6r /24lHt</zozo tentang penetapan LokasiPerumahan Kumuh dan permukiman Kumuh diKabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Mei 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan yth.:
I Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Republii<

Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Brali di Denpasar;
4. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Klungkungdi Semarapura;
9. Kepala Dinas PU Provinsi Bali di Denpasar;7. Kepala satkr:r Pengembangan permukiman Bari di Denpasar;8. Inspektur Kabupaten Klungkung di Semarapura;9. Kepala Bagiiur Hukum setda Kabupaten Klungkung di semarapura;
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